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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1 Sejarah Singkat  Kantor KSOP Kelas IV Selatpanjang 

  

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas IV Selatpanjang yang dahulunya adalah 

Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL). ADPEL selaku penangung jawab tunggal dan umum, 

ADPEL melaksanakan dua fungsi, pemerintahan dan pengusahaan di pelabuhan. Konkretisasi 

kewenangan ADPEL sebagai penangung jawab tunggal dan umum di nyatakan dengan keputusan 

Presiden No. 44 Tahun 1985 tentang pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja 

pelabuhan utama yang mengatur antara lain pasal 1 dan 2, bahwa: 

 

Pasal 1 ayat (1) untuk pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan laut 

utama, administrator pelabuhan adalah penanggung jawab dan pimpinan utama atas kelancaran 

pelaksanaan tugas di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama; ayat (2) administrator pelabuhan 

berada di bawah dan  bertanggung jawab kepada menteri perhubungan. 

 

Pasal 2 ayat (1) administrator pelabuhan mengendalikan kelancaran tugas pelayanan di 

daerah lingkungan kerja pelabuhan utama; ayat (2) instansi pemerintah, unit kerja dan badan usaha 

milik Negara yang kegiatanya berada di daerah lingkungan kerja pelabuhan utamadalam 

melaksanakan tugasnya di perbantukan kepada administrator pelabuhan dalam arti : 

1. Secara taktis operasional bertanggung jawab kepada administrator pelabuhan; 

2. Secara teknis fungsional tetap dibina oleh instansi induknya dalam arti administrator 

pelabuhan tidak mencampuri bidang teknis instansi tersebut. 

 

      Kemudian, perubahan nama pada Kantor Administrator Pelabuhan menjadi Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di lokasi pelabuhan yang diusahakan secara komersil 

didasari PM No. 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan. Untuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kini memiliki tugas 

melaksanakan pengawasan dan penegakkan hokum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, 

koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 

 

1.2 Visi dan Misi KSOP Kelas IV Selatpanjang 

Visi  

Terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya 

saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Misi  
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1. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus 

perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, 

tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna; 

2. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin 

efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan 

daerah yang berwawasan nusantara; 

3. Menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan pelabuhan; 

4. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara; 

5. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui 

restrukturisasi dan reformasi peraturan. 

 

 

1.3. Struktur Organisasi KSOP Kelas IV Selatpanjang  

      Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang       mempunyai 

struktur organisasi yang bersifat vertikal dalam melaksanakan tugas pokok. 

      Bagan Struktur organisasi dari KSOP Kelas IV Selatpanjang sebagai berikut:  

 

 

 

Gambar 1.  Struktur Organisasi KSOP Kelas IV Selatpanjang 

I.4  Ruang Lingkup KSOP Kelas IV Selatpanjang  
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1.4.1 Tugas Pokok  

Kantor Kesyahbandaran adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan 

hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di 

pelabuhan. 

1.4.2 Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

Kelas IV Selatpanjang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan 

ketertiban di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; 

2. Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran; 

3. Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan salvage dan 

Pekerjaan Bawah Air, pemanduan dan penundaan kapal; 

4. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan 

Bongkar Muat Barang Berbahaya, Barang Khusus, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), 

pengisian bahan bakar, ketertiban membarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan 

fasillitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi; 

5. Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue/SAR), pengendalian dan 

koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta 

pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim; 

6. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal; 

7. Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

8. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan 

pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; dan 

9. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat. 

 

Bagian / Divisi yang ada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV 

Selatpanjang terdiri dari: 

1. Devisi / Bagian Tata Usaha 

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, 

hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. 

2. Devisi / Bagian Status Hukum dan Sertifikasi Kapal 

Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera 

kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan. penilikan rancang bangun kapal, 

pengawasan pembangunan, perombakan dan docking kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, 

teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, 
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pengujian peralatan, veriflkasi dan penyiapan bahan. penerbitan sertifikat keselamatan kapal, 

sertiflkat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki 

serta perlindungan ganti rugi pencemaran. 

 

 

3. Devisi / Bagian Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli 

Petugas keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli mempunyai tugas melakukan 

penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen 

kepelautan perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal. 

pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (shijfing), pemanduan dan penundaan 

kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (port 

state control).  flag state control dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan 

Surat Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi 

penumpang di pelabuhan. pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya , 

pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasillitas 

pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di perairan pelabuhan. pengawasan dan 

pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan 

berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan 

(Search And Rescue / SAR). penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman 

kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage 

dan pekerjaan bawah air. pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan 

verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility 

Security Code/ISPS-Code). penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, 

serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Devisi / Bagian lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan 

Petugas lalu lintas dan angkutan laut, dan usaha kepelabuhanan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan 

angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan 

perusahaan angkutan kapal asing. penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban 

di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui 

pemanduan kapal. penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan 

peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunan 

Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana 

prasarana pelabuhan. penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, 

program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan 

yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas 

pokok. pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendalian 

dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan 
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Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. Fasilitas dan operasional pelabuhan, 

penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian 

rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta 

peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam. 

penyusunan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta 

penyediaan dan / atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha 

Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan. fasilitas 

pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur 

pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana 

pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa. yang belum disediakan oleh 

Badan Usaba Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, 

usaba jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan 

pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan. 

 

5. Kelompok Jabatan Fungsional; 

KelompokJabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas sejumlah 

tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang 

tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan.  

3. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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